
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 3 9  TAHUN 2017

TENTANG
URALAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAR KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG !NAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,
Menimbang b a h w a  u n t u k  melaksanakan ketentuan pasal  9  Peraturan

Daerah Nomor  7  Ta h u n  2 0 1 6  tentang Pembentukan d a n
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut,  per lu
menetapkan Peraturan Bupati  tentang Uraian Tugas, Fungsi
dan Tata  Kerja Dinas Kependudukan Dan  Pencatatan Sipi l
Kabupaten Banggai Laut;

Mcngingat 1 .  Undang-Undang N o m o r  5  T a h u n  2 0 1 3  t e n t a n g
Pembentukan Kabupaten Banggai Lout di Provinsi Sulawesi
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  Negara  Repub l i k
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagairnana tekih
diubah t e r a k h i r  d e n g a n  Undang-Undang N o m o r  9
Tabun 2 0 1 5  t e n t a n g  P e r u b a h a n  K e d u a  A t a s
Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 5  t e n t a n g
Pemermtahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia N o m o r  5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor  1 8  Ta h u n  2 0 1 6  t e n t i n g
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  Nomor  114 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Daerah  Kabupaten Banggai  L a u t  Nomor
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran D a e r a h  Kabupaten Bangga i  L o u t
Tahun 2 0 1 6  N o m o r  7 ,  Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);
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MEMUTUSKAN
Menetapkan P E R A T U R A N  BUPATI TENTANG U R A I A N  TUGAS, FUNGSI

DAN T A T A  K E R J A  D I N A S  K E P E N D  UDUICAN D A N
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I
KE.TENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati i-ni yang dimaksuci dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupat i  s e b a g a i  uriSLIT

penyelenggara Pemerintahan Daerah  y a n g  memimpin
pelaksanaan u r u s a n  Pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten

Banggai Laut.
5. Dinas Kepcndudukan Dan Pencatatan Sipil adalah Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai
Laut.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai

7. Sekretaris Dinas adalah Sckrctaris Dinas Kcpendudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut.

8. Kepala B idang ada lah  Kepala  B idang p a d a  D i n a s
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai
Laut.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Kependudukan D a n
Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut.

10. Kepala S u b  B a g i a n  a d a l a h  K e p a l a  S u b  B a g i a n
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai
Laut.

11. Unit Pelaksana Teknis Diners Daerah yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang yang mempunyai wilayah ker ja  s a t u  a t a u
beberapa wilayah kecamatan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan h a k
Pegawai Negert Sipil dalam suatu satuan orga.nisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
atau keterampilan tertentu yang bersifat ntandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
(I) Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil merupakan

Unsur pclaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenattgan Daerah.



(2) D inas  Kependudukan dan  Pencatatan Sipil dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah d a n
herta.nggungjawab Kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3
(1) D inas  Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dam tugas pembantuan yang
diberikan kepada Kabupaten.

(2) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, mcmpunyai
fungsi :
a. perurnusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluast dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugs snya;
d. pelaksanaan administrasi d inar  sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

BAB I V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
terdiri etas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekrrtaris, tnembawahi

1. S u b  bagian Perencanaan dan Kcuangan; dan
2. S u b  bagian Umurn dan Kepegawaian

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
1. Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Kewarganegaraan.
e. Bidang I n f o r m a s i  Administrasi  Kependudukan d a n

Pemanfaatan Data, membawahi :
1. seksi Pengelolan lnforrnasi Administrasi Kependudukan;

dan
2. seksi Kerja Sarna dan Inovasi Pelayanan.

f. UPT'D; dan
g. Kelompok Jabatan Vungsinnal.



BAB V
URAIAN TOGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5
( I) kepala Dinas Kependudukan [)an Pencatatan Sipil mempunyai

tugas menabantu Bupati mclakukan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan acts  otonumi dan tugas pembantuan
dibidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kcpala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

b. pelaksa.na.an kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan
tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil;

c. pcmbinaan teknis atas penyelenggaraan tugas dibidang
Kependudukan, Pencatatan Sipil Dacrab dan Pengelolaan
lnforrnasi Adrninistrast Kependudukan;

d. pengkoordinasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang
Sckretariatan;

e. pengendalian a t a s  penyelenggaraan program dibidang
Kependudukan. Peneatatan Sipil clan Pengeluluan Infurinasi
Administrasi Kependudukan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Se kretaris
Paragraf 1.

Urnurn
Pasal 6

(ii Sekretnris mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam
menyelenggarakan p e l a y a n a n  admin is t ras i ,  m e l i p u t i
perencandan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan program/kegiatan aset dan pengembangan d i
bidang kepegawaian serta pembinaan organisasi.

(2) D a l a m  mclaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud
pada. ayat S e k r e t a r i s  mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional k c r j a  Sekretariat  U l n a s

berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan
sebagai pedoman kerja;

b. pengkoordmasian segala kegiatan antara bidang dalam
lingkup Dinas;

e. pengaturan dan membina kerja sama dalam pengurusan
administrasi;



d. pemberian petunjuk pembinaan orgarnsasi, pendidikan dan
laUhan dalam rangka pengembangan sumber days aparatur
Dinas;

c. pengaturan urusan r a t a  usaha,  perencanaan program,
keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;

f. pengaturan tata naskah Dines;
g. pemberian p e t u n j u k  pemel iharaan k e a i n a n a n  d a n

keterlibatan dalam lingkungan Dinas;
h. pembinaan perpustakaan Dinas;
i. pembinaan dan mengarahkan pclaksanaan tugas sub Bagian

Perencanaan Program dan Sub Bagian Keuangan dan Aset
serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

j. pengembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan
Program dan Sub Bagian Keuangan dart Aset serta Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan
Program dan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub
Bagian Umurn dan Kepegawaian;

1. pclaporan basil pclaksanaan tugas sekrcuu-iat Dinas kcpada
Kepala Dinas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Paull 7

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mernpunyai fungsi:
a. merencanakan kegiatan d a n  program kerja S u b  Bagian

Perencanaan, Keuangan dan Aset berdasarkan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. menghimpun d a n  mempelajari Peraturan Perundang-
undangan kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas S u b  Bagian
Perencanaan, Keungan dan Aset;

c. mengumpulkan, m e n g o l a h  d a t a  d a n  i n f o r m a s i ,
menginventarisasi permasalahan s e r t a  melaksanakan
pemecahan permasalahan y a n g  berhubungan dengan
perencanaan, keuangan dan aset;

d. melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi,
akuntansi, monitoring evaluasi anggaran d a n  pelaporan
perencanaan, keuangan serta aset Dinas;

e. mercncanakan, mclaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi
dan mcla.porkan kcgiatan S u b  Bag ian  Perencanaan,
Kcuangan dan Aset;

f. melaksnakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan dan Aset;

g. melaksanakan a.dnumstrasi perencanaan, keuangan dan aset;
h. melaksanakan p e m b i n a a n  t c r h a d a p  b e n d a h a r a

penerimaanipengeluaran dan pcnyimpanipengurus barang
Dinas;



1. membina  dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf  Sub
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

j. memfasilirasi pe)aksanann koordinasi dengan bagian dan
bidang lainnya u n t u k  menyiapkan bahan  penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Stratejik Dinas secara Periode;

k. menyiapkan penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran
(DPA) Dinas;

1. melaksanakan m o n i t o r i n g  t e r h a d a p  p e l a k s a n a n
program/ kegiatan Dinas serta menyiapkan tindak lanjut basil
monitoring;

m. melaporkan b a s i l  pelaksanaan t u g a s  S u b  B a g i a n
Perencanaan, Keungan dan Aset kepada Sekretaris; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan sckrctaris sesuai
tugas.

Paragraf 3
Sub Raglan Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi
a. merencanakan kegiatan clan program kerja S u b  Bagian

Kepegawaian dan Umum berdasarkan ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku;

b. mengumpulkan, m e n g o l a h  d a t a  d a n  i n f o r m a  si ,
menginventarisasi permasalahan s e r t a  melaksanakan
pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-
tugas urusan kepegawaian dan Umurn;

e. m e i n  berikan p e l a y a n a n  n a s k a  D i n a s ,  k e a r s i p a n ,
perpustakaan, k o m u n i k a s i ,  p e n g e t i k a n  jpenggandaan
pendistribusian, penerimaan t a m u ,  kehumasan d a n
protokoler;

d. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang
kerja, ruang rapat jpertemuan komunikasi saran/  prasarana
Dinas;

e. melaksanakan pengurusan perjananan Dinas, kcndaraan
dings, kearnanan !cantor serta pelayanan kcrurnahtanggaan
yang lairmya;

f. memfa.silitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi,
kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian sanksi/
hukuman, dan  pemberhentian/pensiun, serta pendidikan
dan pelatihan pegawai;

g. menyiapkan b a h a n  koordinasi d a n  pe tun juk  t e k n i s
kebutuhan den pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta
inventarisasi, pendistribusian, penvimpanan, perawatan dan
pcnghapusannya;

h. membina dan mengarahkan pelak€sanakan tugas staf Sub
Bagian Kepegawaian dan Umum;

1. mengevaluasi pelaksanaan t u g a s  s t a f  S u b  B a g i a n
Kepegawaian dan Umum;

j. melaporkan hash  peiaksanaan tugas s t a f  S u b  bagian
Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris; dan



k. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai
togas.

Bagian Ketiga
Paragraf 1

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduchtk
Pasal 9

(I J Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
membantu K e p a l a  D i n a s  d a l a m  melaksanakan d a n
mengkoordinnsikan kebi jakan t e k n i s  d ib idang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk.

(21 Daltun melaksanakan tugas pokok scbagaitnana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan
fungsi
a. p e  nyusun an pereneanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c. pelaksanaan pembinaan d a n  koordinasi pclaksanaan

pelayanan pendaftaran penduduk;
d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
e. pelaksanaan penerbitan dokumenpendaltaran penduduk;
C. pclaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran

penduduk; dan
g. pengenda lion d a n  evaluasi  pelaksanaan pendaftaran

penduduk.

Paragraf 2
Seksi Identitas Penduduk

Pasal 10
Seksi ldentitas Penduduk mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pereneanaan bidan
b. perumusan kebijakan teknis identitas Penduduk;
c. pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan

Identitas penduduk; dan
d. mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Pasal 11
Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai
fungsi :
a. melakukan penyinpan bahan percncanaan Bidang;
b. perumusan kebijakan teknis pindah datang;
c. pernbinaan dan koordinasi pindah datang dan pendataan

penduduk;
d. pelalcsanaaan pelayanan pindah datang d a n  pendataan

penduduk; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungswya.



Bagian Keempat
Paragraf 1

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 12

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan S i p i l  mempunya i  t u g a s
membantu Kepala d inas  dalam melaksanakan tugas d a n
mengkoordinasikan kebijakan tekn is  d i  Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil.

(2) Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dintaksud pada ayat
(1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
a. p e n y u s u n a n  perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. p e r u m u s a n  kebijakan teknis pencatatan sipil;
c. pe laksanaan  pembinaan d a n  koordinasi pelaksanaan

pelayanan pencatatan sipil;
d. pe laksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e. I v ia lcsanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
1. p e l a k s a n a a n  pedokumen tas inn  b a s i l  p e l a y a n a n

pencatatan sipil;
g. pengendal ian dan cvaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;

dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kelahiran dan Kematian

Pasal 13
Seksi Kelahiran dan Kematian, mempunyai fungsi
a. melakukan penyiapan bahan perencanaan Bidang;
b. perumusan kebijakan teknis Bidang;
c. pembinaan d a n  koordinasi pelaksanaan se r ta  pelayanan

pencatatan kelahiran dan kematian; dan
d. melaksanakan tugas l a in  yang  d i  ber ikan o leh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan

Status Anak dan Kewargancgaraan
Pasal 14

Seksi Perkawinan, Perccraian, Perubaltan Statics A n a k  d a n
kewarganegaraan mempunyai fungsi
a. m e l a k u k a n  penyiapan bahan perencanaan Bidang;
b. p e r u m u s a n  kebijakan teknis Bidang
c. pemb inaan  dan koordinasi serta pclaksanaaan pelayanan

pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak ,
pengakuan anak, pengrsahaan anak dan perubahan status
kewnrga negaraan; dan

d. melaksanakan tugas  l a in  yang diberikan o leh p impinan
sesuai tugas dan fungsinya.



(2)

Bagian Kelima
Paragraf 1

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Pasal 15
(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas memhantu Kepala
Dinas d a l =  melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan
kebijakan t e k n i s  d i  B i d a n g  Pengelulaan Informasi
Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data.
Dalam melaksanakan tugns sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) ,  B idang  Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data, mempunyai fungsi
a. penyusunan perencanaan pengelolaan i n f o r m a s i

administrasi kependudukan, pemanfaatan d a t a  d a n
dokumen kependudukan, ker jasama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
ke penduclukan;

b. perumusan kebijakan tekn is  pengeloiaan inforrnasi
administrasi kependudukan, pemanfaatan d a t a  d a n
dokumen kependudukan, ker jasama administrasi
kependudukan ser ta  inovasi pelayanan administrasi
kependudukan,

c. pelaksanaan pembinaan d a n  koordinasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan d a t a  d a n  dokumen  kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelaksanaan pengelolaan i n f o r m a s i  administ ras i
kependudukan, pemanfaatan d a t a  d a n  dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

e. pengendalian d a n  evaluasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas.

Paragraf 2
Seksi Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan

Pasal 16
Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
mempunyai fungsi •
a. melakukan pertyiapan bahan percncanaan, perumusan

kebijakan teknis;
b. pernbinaan d a n  koordinasi serta pelaksanaan sistem

informasi administrasi kependudukan;



c. pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata
kelnla teknnlogi d a n  cumber  daya  manusia teknologi
informasi dan komunikasi; dan

d. mclaksanakan tugas la in  yang diberikan olch pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan

Pasal 17
Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi •
a. melakukan penyiapan bahan pereneanaan Bidang;
b. melakukan perumusan kebijakan teknis kerjasama d a n

inovasi pelayanan;
c. pembinaan, koordinasi d a n  pelaksanaaan k e r j a  s a m a

administrasi kependudukan;
d. pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang di berika.n pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 18
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UFT Dinas
adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan teknis
operasional dan/atau kegiaran teknis penunjang tertentu.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19
Kelompok J a b a t a n  Fungsional a d a l a h  kedudukan y a n g
menunjukan rugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai
negeri sipil dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan
tugasnya d idasarkan  pada keahtian dan a tsu  ketrampilan
tertentu yang bersifat mandiri.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20
(1) Dalam melaksanakan t u g a s  s e t i a p  Pimpinan s a t u a n

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan
prinsip Ittx,rdinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di
luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.



(2) Setiap P impinan  s a t u a n  organisasi w a j i b  mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Setiap Pimpinan s a t u a n  organisasi bertanggung j a w a b
memimpin dan  mengkoordmasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
t ugas bawahannya.

(41 Setiap Pimpinan satuan organisasi wa j ib  mengikuti d a n
mematuhi petunjuk dan  bertanggung jawab kepada atasan
masing-rnasing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi
dari bawahannya wajib diuLah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Banggai Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pcncatatan Sipil, Tcnaga
Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Banggai Lath. (Berita
Daerah Kabupaten 13anggai Laut Tabun 2013 Nomor 141 dicabut
dan dinyatakan tidak berlakta.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap o r a n g  mengetahuin7,,a, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banggai

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal t  yt.s.+1 )4241
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